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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER.M/KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-201;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

WWwWw.peraturan.go.id



2015, No.491

Pasal 1

(1) Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang
selanjutnya disebut Pedoman, wajib diikuti, diacu, dan dilaksanakan
oleh seluruh unit kerja, satuan kerja, dan Unit Pelaksana Teknis pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
rencana strategis;
perjanjian kinerja;
pengukuran kinerja;
pengelolaan data kinerja;

pelaporan kinerja; dan

s 0 a0 oo

tata cara reviu atas laporan kinerja.
Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada Kementerian Negara/Lembaga  dilaksanakan oleh entitas
Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas
Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit
Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat klausul yang menyebutkan
bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat memperluas praktek penyusunan
perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan menetapkan suatu
petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja
dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan kedua peraturan tesebut, Kementerian Komunikasi
dan Informatika memandang perlu untuk membuat suatu pedoman yang
akan menjadi dasar pelaksanaan di dalam penyelenggaraan SAKIP.
Pedoman ini menjadi bagian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terkait
dengan pengelolaan akuntabilitas kinerja kementerian. Seperti tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan
SAKIP mencakup 6 (enam) unsur, yakni: Rencana Strategis, Perjanjian
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Reviu dan Evaluasi Kinerja. Mekanisme pelaksanaan dari unsur-
unsur tersebut sudah jelas tertuang dalam ketentuan perundangan-
undangan, termasuk petunjuk teknisnya. Namun, perlu adanya pedoman
dalam proses pelaksanaan dari setiap unsur tersebut yang dapat dijadikan
sebagai petunjuk bagi setiap entitas akuntabilitas yang ada di lingkungan
internal kementerian. Pedoman ini harus dipatuhi, karena berdampak
pada capaian dari setiap entitas kinerja serta penilaian dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi.

Pedoman Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Komunikasi
dan Informatika diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik dan
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terpercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam
akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Kementerian Komunikasi dan
Informatika akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif,
terbuka, dan dipercaya masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi
aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pengertian
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodik.

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat
SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

3. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.

4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015—2019 atau RPJMN
2015—2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode lima tahunan terhitung sejak tahun 2015 sampai
dengan tahun 2019.

7. Rencana Strategis atau Renstra Kementerian adalah dokumen
perencanaan kementerian untuk periode lima tahun.
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